
 
                                                                                                                                    

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   33   TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan 

Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang di biayai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Peraturan Kepala Daerah dan dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertib, transparan dan 

akuntabel maka dipandang perlu untuk  mengatur 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817); 

 



2 

 

 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760); 

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761); 

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763); 

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); 

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 765); 

21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766); 

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 767); 

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 768); 
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24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769); 

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar 

Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770); 

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 771); 

27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar (Berita 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 49) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 54); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANJAR. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Bupati adalah Bupati Banjar. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. 



5 

 

 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/  

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.  

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat 
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 

Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 

adalah sumber daya manusia yang ditugaskan oleh Kepala UKPBJ untuk 

mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

15. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP 

adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas 

memeriksa  administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah 

tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjar yang 

selanjutnya disebut UKPBJ adalah pusat keunggulan Pengadaan 

Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen Pengadaan. 
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18. Agen Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah UKPBJ yang 

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

sebagai pemberi pekerjaan. 

19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku 

Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam 

Pengadaan Barang/Jasa. 

21. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

22. Staf Pendukung adalah Staf UKPBJ yang berasal dari Pegawai  Negeri  

Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan  dalam  proses 

penyelenggaraan pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

23. Pembantu Pelaksana Kegiatan adalah pegawai tidak tetap dengan 

perjanjian kerja pada UKPBJ. 

24. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP 

adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah. 

25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 

harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

26. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi 

dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan 

Penyedia. 

27. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda 

bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan 

profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia  Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya 

dalam keadaan tertentu. 

29. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah 

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

30. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

31. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ 
Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan 

usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 

adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

33. Katalog elektronik yang selanjutnya disebut E-catalogue adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan 

harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 

34. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah 

tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 

35. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara 

nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

36. Administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau 

tindakan. 

37. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

38. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

39. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 

olah pikir. 

40. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 

peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 

suatu Pekerjaan. 

41. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

42. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi. 

43. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memproduksi 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Daerah.  

44. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah 

untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas 

tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. 

45. Tim/Tenaga Ahli adalah Tim/Tenaga Ahli yang dapat berbentuk tim atau 

perorangan dalam rangka memberi masukan dan 
penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

46. Tim Pendukung adalah Tim yang dapat dibentuk dalam rangka membantu 

untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada 
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. 
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BAB II 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
 

Pasal 2 

 

(1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar terdiri atas : 

a. pendahuluan; 

b. pelaku pengadaan barang/jasa; 

c. perencanaan pengadaan barang/jasa; 

d. persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan 

e. serah terima pengadaan barang/jasa. 

(2) Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar bertujuan untuk : 

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, 

dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah; 

d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa 

hasil penelitian; 

f.   meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

g. mendorong pemerataan ekonomi; dan 

h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

 

BAB III 

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 
 

Pasal 3 

 
(1) Swakelola dilaksanakan manakala  pada saat identifikasi kebutuhan 

barang/jasa  yang  dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati 

oleh Pelaku Usaha.  

(2) Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka : 
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a) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang 

dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam 

rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok 

Masyarakat; 

b) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang 
dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas 

pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Perangkat Daerah 

pelaksana swakelola; 

c) meningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi) dan 

kompetensi dari Ormas; dan 

d) meningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok Masyarakat, 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi 

Kelompok Masyarakat. 
 

Pasal 4 

 

(1) Pelaksanaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Bentuk nota kesepahaman swakelola adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
 

BAB IV 

SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA 
 

Pasal 5 

 

(1) Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari 
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah 

terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

(2) Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut : 

a. setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan 

yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara 
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil 

pekerjaan; 

b. sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak 
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu 

oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; 

c. pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap 

kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak; 

d. apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil 
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pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia 

untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan; 

e. apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan 

Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima; 

f. setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat 
Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada 

PA/KPA; 

g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan 

administrative terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserah terimakan; 

h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan 

barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat 

penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, 

dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen 
Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah 

terima hasil pekerjaan; 

i. apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidak 

sesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan 
Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau 

melengkapi kekurangan dokumen administratif; dan 

j. hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. 

(3) Pelaksanaan serah terima pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, format Berita Acara 

Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST), format Berita Acara Penyerahan Hasil 

Pekerjaan, format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA 

 

Pasal 6 
 

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

 

Pasal 7 
 

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dan Standar Dokumen Pemilihan (SDP) yang ditetapkan dengan Keputusan 

Pejabat yang berwenang.  
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

 

            Ditetapkan di Martapura 
            pada tanggal 28 Juni 2019       

 

              BUPATI BANJAR, 
 

 

   Ttd 

 
            KHALILURRAHMAN 

 

 
Diundangan di Martapura 

pada tanggal 28 Juni 2019 

       
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 
        Ttd 

 

 

                      I GUSTI NYOMAN YUDIANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR  34 
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